
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan 
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lam bat 6 ( enam) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Menimbang 

BUPATI CIREBON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 
NOMOR 1 TAHON 2019 

NOMOR 1 TAHUN 2018 SERI 1,. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 
•· 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Negara Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

.. 



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

, . 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

.. 



27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

. . 



PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 
DAN 

BUPATI CIREBON 

Dengan Persetujuan Bersama 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Perhitungan, 
Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Seri A.3); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 10, Seri A.2). 



Rp. 3.681.465.057.398,38 
Rp. 321.570.991.099, 13 

b. Realisasi 
Selisih Lebih / (Kurang) 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 se bagai beriku t : 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp22.540.024.746,40 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan Setelah Rp. 3.705.608.291.386,00 

Perubahan 
b. Realisasi Rp. 3.683.068.266.639,60 

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 22.540.024.746,40 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp32 l.570.99 l.099, 13 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja Setelah Rp. 4.003.036.048.497,51 

Perubahan 

300.058.084.652, 73 Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

298.454.875.411,51 Rp. 

323.853.186.330,51 
25.398.310.919,00 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp. 3.683.068.266.639,60 
b. Belanja Rp. 3.681.465.057.398,38 

Surplus/ (Defisit) Rp. 1.603.209.241,22 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 
- Pengeluaran Rp. 
Pembiayaan Netto 

Pasal 2 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan SAL; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kinerja, lkhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Dana 
Desa. 



Rp. 300.120.443.501,73 Saldo Anggaran Le bih Akhir 

Rp. 

Rp. 300.058.084.652,73 
Rp. 62.358.849,00 Pembukuan 

300.058.084.652,73 Pembiayaan Rp. d. Sisa Lebih/Kurang 
Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

e. Subtotal (c + d) 
f. Koreksi Kesalahan 

Tahun Sebelumnya 

g. Lain-lain 

303.997.017.037,51 Rp. b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 
c. Subtotal (a - b) 

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 303.997.017.037,51 

Pasal 4 

(1.027.118.300,00) Rp. 
298.454.875.411,51 Rp. b. Realisasi 

Selisih Lebih / (Kurang) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp(l .027.118.300,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 297.427.757.111,51 

Setelah Perubahan 

(18. 772.881. 700,00) Rp. 
25.398.310.919,00 Rp. b. Realisasi 

Selisih Lebih / (Kurang) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp( 18. 772.881. 700,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pengeluaran Rp. 6.625.429.219,00 

Pembiayaan Setelah Perubahan 

(19.800.000.000) Rp. 
323.853.186.330,51 Rp. b. Realisasi 

Selisih Lebih / (Kurang) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp(l9.800.000.000) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 304.053.186.330,51 

Setelah Perubahan 

Rp. 1.603.209.241,22 
Rp. (299.030.966.352,73) 

b. Realisasi 
Selisih Lebih / (Kurang) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah 
Rp(299.030.966.352,73) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/(defisit) Setelah Rp. (297.427.757.111,51) 

Perubahan 



Rp. 300.120.443.501,73 

Rp. (5.542.141.626,00) 

Rp. (841.100,00) 

Rp. 62.358.849,00 

Rp. 303.997.858.137,51 

Rp. 511.587.690.368,22 

Rp. (509.984.481.127,00) 

g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 
2018 

e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran 

f. Lain - lain 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

c. Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi Aset 
non Keuangan 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk 
Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut: 

Pasal 7 

Surplus/Defisit dari Rp. 290.953.897.772,63 

Kegiatan Operasional 

b. Kegiatan Non Operasional Rp. (4.621.377.429,59) 

c. Pos Luar Biasa Rp. (2.610.109.700,00) 

Surplus/Defisit LO Rp. 283. 722.410.643,04 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 
a. Kegiatan Operasional 

- Pendapatan Rp. 3.406.922.115.997,22 

- Behan Rp. 3. l 15.968.218.224,59 

Rp. 3.973.855.987.690,75 

75.157.759.326, 12 Rp. 

Rp. 4.049.013.747.016,87 

1 huruf c dalam Pasal 

Pasal 6 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas 

Neraca sebagaimana dimaksud 
per 31 Desember 2018 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset 

Pasal 5 

( . 



Neraca; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
kerangka Pengelolaan Keuangan; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Dae rah 
Urusan 

dalam 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

- Lampiran 1.4 

- Lampiran 1.3 

- Lampiran 1.2 

- Lampiran 1.1 

a. Lampiran I 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari : 

Pasal 10 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 

Pasal 9 

Rp. 3.973.855.987.690,75 e. Jumlah Ekuitas Akhir 

(13.822. 700.861,73) Rp. 

Rp. 3.703.956.277.909,44 

Rp. 283.722.410.643,04 

Rp. 

a. Ekuitas Awai 

b. Surplus/Defisit Lo 

c. RK PPKD 

d. Dampak Komulatif Perubahan 
Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 
sebagai berikut : 

Pasal 8 



Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 12 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
merupakan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / 
Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 11 

Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 
Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya; dan 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

t. Lampiran XX 

f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NO MOR 1 SERI • 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINS! 
JAWA BARAT 1/142/2019 

• 

Diundangkan di Surnber 
pada tanggal 1 - •I • V"4 C..v 1: 

IMRO N 

TIO 

Pit. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 16 Agustus 2019 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah 
Kabupaten Cirebon. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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